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Pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung, yang 
dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan 
Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung diawali dengan akad 
atau perjanjian yang dilakukan secara lisan yang terdiri dari pemilik, 
admin ternak ayam pelung, dua pengelola, dan pengantar pesanan 
ayam pelung bahwa dalam akad perjanjian ini pemilik menyerahkan 
modal dalam bentuk 3 ekor ayam pelung, dengan fasilitas kandang 
dan biaya perawatan ternak ayam pelung dari pengelola dengan 
catatan biaya perawatan akan diganti sesuai dengan dana yang sudah 
dikeluarkan oleh pihak pengelola yang diambil dari hasil terjualnya 
ayam pelung serta resiko kematian ditanggung antara pihak pemilik 
dan pengelola. Pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung ini 
dilakukan setelah ayam terjual selama satu tahun, dengan akad 
perjanjian bahwa pembagian keuntungan dalam pelaksanaan bagi 
hasil dalam ternak ayam pelung dilakukan  setelah ayam terjual, baru 
dapat ditentukan berapa besar keuntungannya.  
 Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu 
Bagaimana pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung di 
Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota 
Bandar Lampung ? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang 
pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung di Kelurahan Pasir 
Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung 
? 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 
research) dengan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Dalam 
pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan 
dokumentasi sehingga akan didapatkan data penelitian, yang 
kemudian data tersebut diolah menggunakan teknik analisis kualitatif 
dengan metode berfikir induktif. 
Data lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi 
hasil dalam ternak ayam pelung, belum sesuai dengan konsep Islam, 
karena yang pertama  yaitu nisbah bagi hasil tidak ditentukan dengan 
jelas pada saat melakukan akad, kedua, dalam penggantian biaya 
perawatan tidak sesuai dengan akad diawal, dan ketiga resiko 
kerugian ditanggung bersama, akan tetapi dalam praktiknya masih 
ditanggung oleh pihak pengelola, sehingga dalam hal ini belum sesuai 











                                
          
“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
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A. Penegasan Judul 
Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul 
skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau 
kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat 
tentang isitilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. 
Skirpsi ini berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Ternak Ayam Pelung” 
(Studi di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung 
Karang Pusat, Kota Bandar Lampung). Adapun istilah-
istilah yang perlu dijelaskan adalah : 
1. Tinjauan yaitu hasil meninjau ; pandangan, pendapat 
(sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
1
 
2. Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan 




3. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan 
dari sebuah rencana yang sudah disusun secara sistematis 
dan terperinci yang diterapkan dalam suatu kegiatan. 
4. Bagi hasil (syirkah) adalah akad yang berlaku antara dua 
orang atau lebih untuk saling menolong dalam bekerja, 
pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.
3
 
5. Ternak merupakan suatu kegiatan membudidayakan 
hewan ternak dengan tujuan untuk mendapatkan 
keuntungan dari kegiatan tersebut.
4
 
6. Ayam Pelung merupakan ayam lokal dari Cianjur yang 
mempunyai suara kokoknya yang khas, merdu, besar dan 
mengalun panjang serta disukai oleh banyak orang. 
                                                             
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia,Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
Edisi Kedua, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991). h. 1060. 
2 Abdul  Wahaf  Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam , (Jakarta : Raja 
Grafindo, 1994). h. 154. 
3 A. Khumedi Jaf’far, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Surabaya : 
Gemilang Publisher, 2018), h. 145. 
4 "https://dosenpertanian.com/pengertian-ternak", diakses pada jam 19:30, 




Berdasarkan  istilah-istilah bagaimana dikemukakan 
di atas, maka yang dimaksud judul dalam skripsi ini adalah 
sebuah kajian yang akan memfokuskan kepada tinjauan 
hukum islam tentang pelaksanaan bagi hasil dalam ternak 
ayam pelung, di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan 
Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.  
 
B. Latar Belakang Masalah 
Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang 
tetap yaitu  Al-Qur’an, diantara salah satu segi hukum yang 
terdapat di dalamnya masalah-masalah Hukum Islam 
membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha 
perseorangan, menggabungkan modal dan tenaga dalam 
bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotongroyongan yang 
memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Salah satu 
contoh dalam usaha perkongsian yang dilakukan oleh 
masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi 
hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, 
yaitu pemilik modal dan penerima modal. 
Adapun salah satu praktik tolong-menolong dalam 
bermu’amalah yaitu dengan kerjasama (syirkah). Secara 
istilah syirkah atau kerjasama adalah keikutsertaan dua orang 
atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal 
yang di tetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama 
menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan 
kerugian dalam bagian yang ditentukan atau akad kerjasama 
antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-
masing pihak memberikan kontribusi dana (al-mal) dengan 
kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung 
bersama sesuai dengan kesepakatan.
5
 
Praktik pelaksanan bagi hasil dalam ternak ayam 
pelung di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung 
Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, dari data yang peneliti 
dapatkan pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung 
                                                             
5 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer , (Bogor : 




diawali dengan akad atau perjanjian yang dilakukan secara 
lisan yang terdiri dari pemilik, admin ternak ayam pelung, dua 
pengelola, dan pengantar pesanan ayam pelung bahwa dalam 
akad perjanjian ini pemilik menyerahkan modal dalam bentuk 
3 ekor ayam pelung yang diserahkan kepada pengelola yang 
terdiri dari 2 betina dan 1 jantan, sedangkan fasilitas dan 
kandang dari pengelola dan juga biaya perawatan ternak ayam 
pelung dari pengelola dengan catatan saat pembagian hasil 
uang ataupun modal biaya perawatan diganti dari hasil 
pendapatan terjualnya ayam pelung selama satu tahun. 
Pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung ini 
dilakukan setelah ayam terjual selama satu tahun, dengan 
pembagian keuntungan dalam pelaksanaan bagi hasil dalam 
ternak ayam pelung dilakukan  setelah ayam terjual, baru 
dapat ditentukan berapa besar keuntungannya. Pihak pemilik 
mengambil keuntungan dengan tetap memperhitungkan biaya 
yang sudah dikeluarkan oleh pihak pengelola yaitu sebesar 
15%, kemudian  sisa dari keuntungan dan modal dari 
pengelola selama ayam pelung dirawat dengan pihak pemilik 
diserahkan kepada pihak admin, pihak admin yang akan 
membaginya secara bersama-sama. Dengan cara menghitung 
berapa besar dana oprasional yang digunakan dalam ternak 
ayam pelung, lalu dikurangi dengan biaya imbalan sebesar 
Rp.4000,000 untuk admin Rp.2000,000, dan juga pengantar 
pesanan Rp.2000,000 yang diambil dari keuntungan yang 
didapat dari hasil terjualnya ayam pelung, sisa uang itulah 
merupakan keuntungan  bersih untuk pihak pengelola. 
Adapun permasalahan dalam judul ini yaitu bahwa 
sisa uang dari hasil penjualan ayam pelung yang sudah 
dipotong 15% oleh pihak pemilik tersebut diserahkan kepada 
admin sehingga adminlah yang membagi uang hasil dari 
penjualan ayam pelung kepada pengelola dan pengantar 
pesanan. Teryata pada saat pelaksanaan bagi hasil tidak sesuai 
dengan akad atau perjanjian diawal karena dalam praktiknya 
admin dalam memberi pengelola tidak sesuai dengan biaya 
perawatan yang sudah dikeluarkan oleh pengelola ayam 




Rp.22.000,000, sehingga dalam hal ini pihak admin 
melakukan kecurangan biaya oprasional pakan sebesar 
Rp.515,000, sehingga pengelola merasa dirugikan. 
Seharusnya pihak admin dalam proses pembagian hasil ini 
dilakukan secara musyawarah ataupun bersama-sama agar 
pembagian hasilnya adil dan tidak ada pihak yang merasa 
dirugikan. 
Resiko kematian ayam pelung selama masih dalam 
perawatan  ditanggung bersama oleh pemilik dan pengelola, 
akan tetapi dalam praktiknya pihak pengelola yang 
menanggung resiko tersebut, sehingga pihak admin dalam 
pembagian hasil langsung memotong keuntungan pengelola 
sesuai dengan jumlah ayam yang mengalami kematian saat 
masih dalam proses perawatan, tanpa sepengetahuan pihak 
pemilik, seharusnya resiko kematian ayam pelung ditanggung 
bersama sesuai dengan perjanjian diawal, yang dalam hal ini 
pihak admin yang memotongnya sebesar Rp. 200,000 dari 
hasil keuntungan bersih untuk dua pengelola  Rp.25,335,000, 
dengan persentase kecurangan admin sebesar 0, 8%. 
Seharusnya kedua pihak pengelola menerima 100% 
keuntungan (Rp.25,335,000), karena admin melakukan 
kecurangan sebesar 0,8% maka 100%-0,8%=99,2%, jadi 
setiap pihak pengelola menerima sebesar Rp.49,6%, atau 
hanya menerima Rp. 10,567,500 untuk satu pengelolanya. 
Pembagian hasil ini sangatlah menarik karena 
pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung diawali 
dengan akad atau perjanjian yang dilakukan secara lisan akan 
tetapi pada praktiknya tidak sesuai dengan akad perjanjian 
yang diucapkan dan ditemukan satu orang yang melakukan 
pembagian hasil seperti ini di tempat ternak ayam pelung yang 
dilakukan oleh admin ternak ayam pelung, Kelurahan Pasir 
Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar 
Lampung. 
C. Fokus Penelitian dan sub-Fokus Penelitian 
Peneliti memfokuskan masalah terlebih dahulu 
supaya tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya tidak 




untuk meneliti suatu akad kerjasama menggunakan sistem 
bagi hasil (Syirkah) yang diterapkan oleh pemilik dan 
pengelola ayam pelung. 
D.    Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam 
pelung di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung 
Karang Pusat, Kota Bandar Lampung ? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan 
bagi hasil dalam ternak ayam pelung, di Kelurahan Pasir 
Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar 
Lampung ? 
E. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil dalam ternak 
ayam pelung di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan 
Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang 
pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung di 
Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang 
Pusat, Kota Bandar Lampung. 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 
manfaat atau signifikansi akademis dan praktis sebagai berikut 
: 
1. Signifikansi Akademis 
Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan 
dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman 
tinjauan hukum Islam yang terkait dengan masalah 
pelaksanaan bagi hasil yang dilihat dari hukum Islam. 
2. Signifikansi Praktis  
 Signifikansi praktis hasil penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi bahan masukan bagi pemilik dan pengelola 
ayam pelung untuk meningkatkan komitmen kerjasama 
dalam menjalankan hak dan kewajiban yang telah 
disepekati berdasarkan hukum Islam. 
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relavan 
Sebelum penulis melangkah lebih jauh dalam 




memilah beberapa karya ilmiah yang ada relevansinya 
dengan permasalahan yang akan penyusun bahas untuk 
menghindarkan dari penelitian yang sama dengan satu objek. 
Skripsi tahun  2017 oleh Puji Rahmawati yang 
berjudul “ syirkah pada pertanian singkong ditinjau dari etika 
bisnis islam (studi kasus di Desa Mujirahayu Kec. Seputih 
Agung, Kab. Lampung Tengah). Di dalam skripsi ini 
membahas tentang syirkah pada pertanian singkong ditinjau 
dari etika bisnis islam bahwa dalam kerjasama syirkah yang 
dilakukan oleh ketiga pasang syirkah pada pertanian singkong 
di Desa Mujirahayu, Kec. Seputih Agung, Kab. Lampung 
Tengah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam 
Islam karena tidak mencakup prinsip etika bisnis islam seperti 
prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, bertanggung 
jawab, dan kebenaran karena disini hanya pemilik bibit 
singkonglah yang mendapat keuntungan lebih dari pada 
pemilik lahannya. Selain itu dalam pemberian bibit singkong 
pada pemilik lahan juga tidak sesuai dengan perjanjian pada 
saat awal akad, sehingga pemilik lahan harus menambah 
modal lagi untuk mendapat bibit singkong yang cukup, dan 
dalam melaksanakan kerjasama ini pemilik lahan sedikit 
terpaksa melanjutkan syirkah ini karena pada saat itu adanya 
kelangkaan bibit singkong yang dijual.
6
 
Skripsi tahun 2017 oleh Putri Adlilla  yang 
berjudul “Implementasi Akad Syirkah dalam Perkongsian Jual 
Beli HP (Suatu Penelitian di Toko HP Peunayong). Di dalam 
skripsi ini membahas tentang implementasi dari akad syirkah 
terdapat dalam perkongsian jual beli HP (Hand Phone) di toko 
HP Peunayong. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
tentang bentuk perkongsian jual beli HP di toko HP 
Peunayong dan ditinjau menurut akad syirkah. Penelitian ini 
merupakan penelitian lapangan, dengan metode pengumpulan 
data dari wawancara, dan dokumentasi, dan penelitian ini 
bersifat deskriptif analisis.  
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Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perkongsian 
jual beli HP di Peunayong dapat dikategorikan ke dalam dua 
bentuk, yaitu; pertama bentuk perkongsian HP antara pihak 
toko HP Peunayong dengan distributor, yaitu pihak toko HP 
membeli HP dari distributor secara tidak tunai. Kedua yaitu 
bentuk perkongsian antara pemilik toko HP dengan karyawan. 
Dalam bentuk ini setelah HP dibeli dari distributor maka 
pihak toko HP/pemilik toko menjual HP tersebut secara 
bersama-sama dengan keuntungan dalam penjualan yang 
ditentukan masing-masing pihak toko. Perkongsian jual beli 
HP di toko HP Peunayong ditinjau menurut akad syirkah, 
apabila dilihat dari bentuk kerja sama antara pemilik toko HP 
dan distributor terhadap pembelian HP dengan sistem 
pembayaran tidak tunai berdasarkan modal kepercayaan yang 
diberikan pihak distributor, kemudian pemilik toko HP 
berkerja sama dengan karyawan toko HP di Peunayong untuk 
menjual kembali HP tersebut secara tunai, maka implementasi 
akad syirkah dalam perkongsian ini dapat digolongkan kepada 
akad syirkah wujuh. Perkongsian jual beli HP di toko HP 
Peunayong sudah sesuai dengan akad syirkah, namun dalam 
hal pertanggungan risiko di antara pemilik toko HP dan 
karyawan ketika terjadi masalah atau kerugian belum sesuai 
dengan akad syirkah wujuh, karena kesalahan atau kerugian 
yang dilakukan tidak ditanggung secara bersama melainkan 
siapa yang melakukan kesalahan atau memberatkan salah satu 
pihak. Sedangkan dalam syirkah wujuh pada dasarnya syirkah 
wujuh adalah akad timbal balik dimana pihak yang berkerja 
menjadi penjamin dan wakil bersamaan. Sehingga dalam 
pertanggungan resiko bila salah satu pihak berkerja dan rugi 
berarti pihak lain juga ikut bertanggung jawab.
7
  
Skripsi tahun 2018 oleh Isna Affifah yang berjudul 
“Implikasi Akad Syirkah Terhadap Monetisasi Youtobe Atas 
Bagi Hasil Google Adsense Perspektif Hukum Islam (studi 
kasus pada Channel YouTobe “adam benny”). Di dalam 
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skripsi ini membahas tentang “Implikasi Akad Syirkah 
Terhadap Monetisasi Youtobe Atas Bagi Hasil Google 
Adsense Perspektif Hukum Islam (studi kasus pada Channel 
YouTobe “adam benny”), Penelitian ini bersifat deskriptif 
analitik, menggunakan metode penelitian kualitatif degan 
pendekatan studi kasus, karena penelitian ini memusatkan diri 
secara intensif pada satu objek tertentu. Peneliti menggunakan 
landasan teori syirkah sebagai acuan dalam melakukan 
penelitian. Dari hasil penelitian yang didapat, peneliti 
menyimpulkan bahwa 1. Dampak yang ditimbulkan dari 
Google Adsense adalah dampak positif yang berupa 
meningkatkan kreativitas dan menghasilkan income, dan 
dampak negatifnya berupa ketidakjelasan dalam penentuan 
bagi hasil, maka implikasi akad syirkah sangat dibutuhkan 
untuk mengetahui apakah perjanjian kerja sama tersebut 
sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sehingga tidak 
menimbulkan banyak dampak negatif, 2. Penentuan bagi hasil 
Google AdSense pada channel YouTube “Adam Benny” 
belum sesuai dengan hukum Islam, karena masih adanya 
unsur gharar atau ketidakjelasan, sehingga YouTuber tidak 




H. Metode Penelitian  
1. Jenis dan sifat penelitian 
a. Jenis penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian 
lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan 
dilapangan kepada responden.
9
 Dalam hal ini penelitian 
langsung melakukan pengamatan bagi hasil dalam ternak 
ayam pelung di Kelurahan Pasir Gintung dan 
menggunakan penelitian pustaka sebagai bahan referensi 
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dalam melakukan penelitian dengan menggunakan 
literatur yang terdapat di perpustakaan. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif yang 
menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan perihal 
yang terkait dengan sistematis fakta-fakta dan 
karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu 
secara fakta dan cermat. Data yang dikumpulkan berupa 
gambaran, dan bukan angka-angka.
10
 Dalam hal ini 
peneliti akan mendeskripsikan penelitian yang terkait 
dengan pelaksanan bagi hasil dalam ternak ayam pelung 
di Kelurahan Pasir Gintung. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data lapangan, data yang digunakan sebagai berikut 
: 
a. Data primer 
Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh 
peneliti dari hasil pertanyaan wawancara.
11
 Adapun 
sumber data primernya yaitu hasil dari wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Yang menjadi objek 
penelitian diantaranya orang yang terlibat langsung 
dalam proses bagi  hasil. 
b. Data sekunder  
Data sekunder adalah data yang tersusun sudah 
dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun 
sumber data sekundernya yaitu buku-buku yang terkait 
dengan bagi hasil dalam ternak ayam pelung, fiqh 
muamalah, al-qur’an dan Hadist. 
3. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
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dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
12
 Adapun 
penelitian ini mengambil dari satu kelurahan yaitu 
Kelurahan Pasir Gintung. Kelurahan Pasir Gintung  hanya 
terdapat satu peternak ayam pelung, jadi penelitian ini 
termasuk penelitian populasi yang terdiri dari 5 orang yaitu 1 
pemilik, 2 pengelola, 1 admin, 1 pengantar pesanan ayam ke 
wilayah tertentu. 
4. Metode Pengumpulan Data  
a. Wawancara  
Wawancara adalah proses tanya jawab dalam 
penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua 
orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara 
langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan.
13
 Wawancara ini dilakukan oleh peneliti 
kepada pihak yang terlibat dalam  pengelolaan ternak 
ayam pelung di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan 
Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung pada 
tanggal 05 Desember 2020 dengan pihak pemilik, 
pengelola, admin, dan pengantar pesanan. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 
melalui dokumen tertulis dalam penelitian, kemudian 
data-data yang sudah didapat melalui dokumen-
dokumen tersebut, kemudian dikumpulkan dan diolah 
secara relavan dengan objek penelitian.
14
   
5. Metode Pengolahan Data 
Dalam proses pengolahan data dari penelitian ini, 
peneliti menggunakan beberapa cara, antara lain :  
a. Pemeriksaan data (editing) Proses ini merupakan teknik 
pemeriksaan data dengan cara meneliti ulang data yang 
diperoleh. Kaitannya dengan tahap ini yang peneliti 
lakukan adalah mengkaji ulang hasil dari wawancara 
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dan observasi penelitian dengan menggunakan teknik 
editing dari data yang diperoleh.15 
b. Sistematika data (sistemazing) yaitu menempatkan data 
menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub 
pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.
16
 
6. Analisis Data 
Metode analisa data merupakan kegiatan untuk 
mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode 
atau tanda dan mengkategorikannya sehingga dapat 
diperoleh temuan berdasarkan fokus masalah yang ingin 
dijawab. Pada analisa data diuraikan proses pelacakan dan 
pengaturan secara sistematis transkip-transkip wawancara, 
catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat 
mengkajikan temuannya. Setelah data terkumpul semua 
maka proses selanjutnya yaitu mengambil kesimpulan dari 
data yang sudah terkumpul, dengan menggunakan metode 
analisa dan kualitatif yang artinya data yang berupa 




Metode berfikir dalam penulisan yaitu metode 
induktif, metode induktif adalah metode yang mempelajari 
suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala 
atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai 
fenomena yang diselidiki.
18
 Adapun cara berfikir 
menggunakan metode induktif ini, peneliti mengamati atau 
menyelidiki, mewawancarai secara lisan untuk mendapatkan 
informasi-informasi, serta mencari data mengenai hal-hal 
yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian 
peneliti menganalisis objek penelitian menggunakan 
landasan teori. 
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I. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab 
dan dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan 
melengkapi. Bab pertama, berisi Pendahuluan yang meliputi: 
penegasan judul,  Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-
Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 
Manfat Peneliitian, Kajian Penelitian terdahulu yang Relavan, 
Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.  
Bab kedua berisi tentang Landasan Teori yang akan 
digunakan peneliti untuk menganalisis suatu objek 
permasalahan didalam skripsi ini yaitu Landasan Teori 
tentang Akad dan Syirkah, meliputi pengertian Akad dan 
Syirkah, dasar hukum Akad Syirkah, Rukun dan Syarat Akad 
Syirkah, Asas-Asas Syirkah, dan Batalnya Akad Syirkah. 
 Bab ketiga berisi deskripsi objek penelitian yang 
terdiri dari gambaran umum objek yang terdiri dari 
Gambaran Umum Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan 
Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung dan 
Penyajian Fakta dan Data Penelitian tentang Sistem 
pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung Di 
Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, 
Kota Bandar Lampung. 
Bab keempat berisi tentang Analisis Penelitian, yaitu 
Analisis pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung Di 
Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, 
Kota Bandar Lampung menggunakan landasan teori yang 
terdapat pada bab dua, dan analisis hukum Islam tentang 
pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung di 
Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat 
dan terakhir yaitu, Bab kelima berisi tentang penutup yang 




A. Akad Dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Akad 
Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang 
dituliskan oleh  Al-Shanhury, akad ialah “perikatan ijab 
qabul yang dibenarkan syara‟ yang menetapkan kerelaan 
antara kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, 




Berdasarkan pengertian diatas akad merupakan 
perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara‟ yang 
menimbulkan keridhoan diantara kedua belah pihak atau 
lebih, disertai dengan kekuatan hukum yang mengikat 
sehingga memberikan pengaruh pada suatu kontrak, atau 
segala perkataan yang keluar dari lisan seorang manusia 
dengan kehendaknya dan syara‟ serta menetapkan hak dan 
kewajiban diantara yang berkontrak. 
2. Dasar Hukum Akad 
Dasar hukum dibolehkannya seseorang melakukan 
akad terdapat dalam firman Allah SWT, yaitu dalam Al-
Qur‟an surat Al-Baqarah : 282. 
                          ....     
“apabila kamu bermua‟amalah secara tunai dan waktu yang 
di tentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah 
seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan 
benar” (Q.S. Al-Baqarah: 282). 
  
                                                             






3. Rukun dan Syarat Akad  
1) Rukun-rukun Aqad 
a. „Aqid  
„aqid merupakan orang yang berakad (subjek 
akad), yang terdiri dari satu orang atau lebih, misalnya 
pemilik kebun nanas memberii pekerjaan kepada 
seseorang yang bisa merawat kebun nanas dengan akad 
atau perjanjian bahwa hasil dalam merawat kebun nanas 
tersebut akan dibagi sama rata sesuai dengan 
kesepakatan bersama. 
b. Ma‟qud Alaih 
Ma‟qud Alaih merupakan benda-benda yang 
dapat diakadkan (objek akad), seperti benda yang 
dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau 
pemberian, utang yang dijamin seseorang dalam akad 
kafalah, akad gadai. 
c. Maudhu‟ al-„Aqid 
Maudhu‟ al-„Aqid merupakan tujuan dalam 
melakukan akad. Jika akad yang digunakan berbeda 
maka berbedalah tujuan pokok akadnya. Misalnya 
dalam akad jual beli tujuan pokonya yaitu 
memindahkan barang dari penjual kepada pembeli 
dengan di beri ganti sebagai bentuk nilai tukarnya. 
 
d. Shigat al-aqd  
Shigat al-aqd merupakan ijab dan qabul. Ijab 
ialah perkataan pertama yang dikeluarkan oleh salah 
satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan 
qabul ialah pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak 
kedua untuk menerimanya. Berdasarkan pengertian 
tersebut ijab qabul ialah peryataan atau ucapan 
seseorang yang dapat dituangkan dalam bentuk tulisan 
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Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang 
wajib di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai 
berikut : 
a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah 
pihak, misalnya : “Aku serahkan benda ini 
kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”. 
b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. 
c) Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan 
antara kedua belah pihak, yang tidak menunjukkan 
penolakan dan pembatalan dari keduanya.  
d) Menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari 
pihak-pihak yang bersangkutan, yang tidak 
mengandung unsur keterpaksaan, tidak diancam 
ataupun ditakut-takuti oleh orang lain. 
Mengucapkan dengan lidah merupakan salah 
satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, 
tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan 
kehendak untuk berakad.  Beberapa cara yang 
diungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu 
: 
1. Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya dua „aqid 
berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan 
kitabah atas dasar inilah para ulama membuat kaidah 
: “Tulisan itu sama dengan ucapan”. 
2. Isyarat, bagi orang orang tertentu akad tidak dapat di 
laksanakan dengan ucapan ataupun tulisan, misalnya 
seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab 
qabul  dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan 
tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab 
qabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, 
qabul atau akad dilakukan dengan isyarat. 
Berdasarkan kaidah sebagai berikut : “isyarat bagi 




                                                             





2) Syarat-Syarat Akad  
Syarat-syarat dalam akad sebagai berikut : 
a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak 
(ahli). Apabila tidak cakap bertindak maka tidak sah 
akadnya. 
b. Sesuatu yang diakad kan ada ketika akad, apabila 
melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, maka 
tidak sah. Misalnya jual beli buah-buahan masih dalam 
putik. Akan tetapi para fuqaha‟ mengecualikan 
ketentuan ini untuk ada salam, ijarah, hibah, dan 
istishna‟, meskipun barangnya belum ada ketika akad. 
Akadnya sah karena dibutuhkan manusia. 
c. Objek akad dapat diakui oleh syara‟. Untuk objek akad 
disyaratkan berbentuk harta, dimiliki seseorang, dan 
bernilai harta menurut syara‟ oleh sebab itu, jika objek 
akad itu tidak bernilai harta dalam Islam, maka akadnya 
tidak sah, seperti khamar (minuman keras). 
d. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu 
keadaan yang menggambarkan proses transaksi. Oleh 
sebab itu, menurut Mustafa Ahmad az-Zuqra‟ majelis 
tersebut bisa berbentuk tempat dilangsungkannya akad 
dan proses berlangsungnya akad. 
e. Peryataan ijab tetap berjalan dan shahih sampai 
terjadinya qabul. Apabila ijab tidak berjalan dan shahih 
lagi ketika qabul diucapkan, maka akad itu tidak sah. 
f. Akad dapat memberikan manfaat, baik manfaat berupa 
materi ataupun inmateri, artinya jelas kegunaan yang 
terkandung dari sesuatu yang diakadkan. 
g. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara‟, tujuan akad ini 
berkaitan erat dengan berbagai bentuk akad yang 
dilakukan. Misalnya, dalam jual beli tujuannya adalah 






h. Akad yang dilakukan tersebut memenuhi syarat-syarat 
khusus yang berkaitan dengan yang diakadkan.
4
 
4. Macam-macam Akad  
Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian 
ini akan dijelaskan macam macam akad : 
1. „Aqad Munjiz merupakan akad yang dilaksanakan secara 
langsung pada waktu selesainya akad. Peryataan akad yang 
diikuti dengan pelaksanaan akad ialah peryataan yang tidak 
disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan 
waktu pelaksanaan setelah adanya akad. 
2. „Aqad Mualaq merupakan akad yang didalam 
pelaksanaannya terdapat syart-syarat yang telah ditentukan 
dalam akad, misalnya penentuan dalam penyerahan 
barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran. 
3. „Aqad Mudhaf merupakan akad yang dalam 
pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai 
penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang 
pelaksananya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. 
Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, akan tetapi 
belum mempunyai hukum sebelum tiba waktu yang telah 
ditentukan.
5 
5. Berakhirnya Akad  
Akad dapat berakhir apabila disebabkan oleh beberapa 
hal di antaranya sebagai berikut : 
a. Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad itu memiliki 
tenggang waktu. 
b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad 
tersebut sifatnya tidak mengikat diantara pihak yang 
berakad. 
c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat 
berakhir jika :  
1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan 
salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. 
2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat. 
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3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak 
secara sempurna. 




6. Hikmah Akad 
Akad yang dilakukan oleh manusia sudah pasti 
memiliki hikmah, diantara hikmah tersebut, yaitu : 
a) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di 
dalam bertransaksi. 
b) Dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian tidak 
sembarangan, karena telah mengetahui bahwa dalam Islam 
ikatan peerjanjian diatur secara syar‟i. 
c) Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan 





1. Pengertian Syirkah 
Secara bahasa syirkah berarti al-ikhtilat 
(percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, 
sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti 
persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.
8
 Yang 
dimaksud percampuran disini adalah seseorang 
mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga 
tidak mungkin untuk dibedakan.
9
 
Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah, Syirkah (musyarakah) adalah kerja sama 
antara dua orang atau lebih dalam satu pemodalan, 
keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu 
dengan pembagian keutungan berdasarkan nisbah.
10
 Ulama 
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mazhab beragam pendapat dalam mendefinisikannya, 
antara lain : 
a. Ulama Hanafiah 
Menurut ulama hanafiah, syirkah adalah ungkapan 
tentang adanya transaksi akad antara dua orang atau 
lebih yang bersekutu pada pokok harta dan keutungan. 
b. Ulama Malikiyah  
Menurut ulama malikiyah perkongsian adalah izin 
untuk mendayagunakan (tasharuf) harta yang dimiliki 
dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni 
keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya 
untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun 
keduanya masing-masing mempunyai hak untuk 
bertasharuf. 
c. Ulama Syafi‟iyah 
Menurut ulama syafi‟iyah, Syirkah adalah 
ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki seseorang 
atau lebih dengan cara yang masyur (diketahui). 
d. Ulama Hanabilah 
Menurut ulama‟ hanabilah, Syirkah adalah 
perhimpunan hak (kewenangan) atau pengolahan harta 
(tasharuf).11 
Setelah diketahui definisi-definisi syirkah menurut 
para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud 
dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih 
dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya 
ditanggung bersama.
12
 Pada dasarnya definisi-definisi yang 
dikemukakan para ulama fiqih diatas hanya berbeda secara 
redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya 
adalah sama, yaitu ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang 
atau lebih dalam perdagangan atau usaha. Pelaksanaan akad 
syirkah yang telah disepakati kedua belah pihak, maka berhak 
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bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak 
mendapat keuntungan sesuai dengan kesepakatan diawal.
13
 
2. Dasar Hukum Syirkah 
a. Al-Qur‟an 
Dasar perserikatan dibolehkan, menurut para 
ulama fiqh, berdasarkan firman Allah SWT, dalam surat 
As-Shaad 38:24 yang berbunyi : 
                     
                    
                      
             
 
Daud berkata : ”Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim 
kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk 
ditambahkan kepada kambingnya , dan Sesungguhnya 
kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian 
mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang 
saleh dan amat sedikitlah mereka ini, dan Daud 
mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta 
ampun kepada Tuhanya lalu menyungkur sujud dan 
bertaubat”. (Q.S. As-Shaad 38:24) 
 
Dan didalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi : 
 
                        
“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran”. (Q.S. Al-Maidah (5):2). 
 
 
                                                             






Menurut hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud, 
“Dari Abu Hurairah RA. Berkata : 
َسلّم: "قَاَل َعْه أَبي ٌَُريْ  َ  ًِ ُ َعْىًُ قال: قاَل َرُسُُل َّللا َصلّى َّللا َعلَْي رةَ َرِضَي َّللاه
َما ٍِ ِرْيَكْيِه َما لَْم يَُخْه أََحُذٌَُما َصاِحبًَُ، فَإرا َخاَن َخَرْجُت ِمْه بَْيىِ ُ تَعالى: أَوا ثَالُِث الشه  "َّللاه
َصّحَحًُ اْلَحاِكمُ  َ َد  َُ ايُ أبُ دا َ  .َر
 Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah 
bersabda Allah telah berfirman:“Aku menemani dua orang 
yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya 
tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang 
berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan 
mereka”.(HR. Abu Daud) 
Maksud dari hadits diatas, sesungguhnya Allah 
bersama keduanya, yaitu bersama keduanya dalam 
penjagaan, bimbingan dan bantuan dengan pertolongan-
Nya terhadap keduanya. Dalam hadits tersebut terdapat 
anjuran kerjasama tanpa pengkhianatan dan peringatan 





Masyarakat arab telah menjadikan syirkah 
sebagai bagian dari usaha jauh sebelum Nabi 
Muhammad diutus menjadi Rasul, para ulama 
bersepakat bahwa tidak ada yang menolak legitimasi 
syirkah. Para ulama berijma‟ mengenai bolehnya hal 




3. Rukun dan Syarat Syirkah  
 Sebagai sebuah perjanjian, syirkah atau perserikatan 
harus memenuhi segala rukun dan syaratnya agar perjanjian 
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tersebut sah dan mempunyai akibat hukum seperti undang-
undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya. 
1. Rukun Syirkah  
   Rukun syirkah adalah sesuatu yang harus ada 
ketika syirkah itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat 
terkait dengan rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiyah 
rukun syirkah hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan 
penawaran melakukan perserikatan) dan kabul (ungkapan 
penerimaan perserikatan). Adapun menurut Abdurrahman 
al-Jaziri rukun syirkah meliputi dua orang yang 




Adapun yang menjadi rukun syirkah menurut 
ketentuan syariat Islam adalah sebagai berikut
17
: 
a.  Ijab kabul Ijab kabul pada hakikatnya adalah kemauan 
para pihak untuk mengadakan serikat atau kerja sama 
dalam menjalankan suatu kegiatan usaha.  
b. Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat) Orang 
yang akan mengadakan perjanjian perserikatan harus 
memenuhi syarat yaitu, bahwa masing-masing pihak 
yang hendak mengadakan syirkah ini harus sudah 
dewasa (balig), sehat akalnya, dan atas kehendaknya 
sendiri.  
c. Pokok Pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan) Setiap 
perserikatan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja 
(frame work) yang jelas, serta dibenarkan menurut 
syara‟. Untuk menjalankan pokok pekerjaan ini tentu 
saja pihak-pihak yang ada harus memasukkan barang 
modal atau saham yang telah ditentukan jumlahnya. 
 Rukun syirkah menurut Sayyid Sabiq yaitu adanya 
ijab dan kabul. Maka sah dan tidaknya syirkah 
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tergantung pada ijab dan kabulnya.
18
 Maka dalam hal 
ini syirkah dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-
syarat syirkah terpenuhi. 
2. Syarat Syirkah  
Adapun syarat syirkah merupakan perkara penting 
yang harus ada sebelum dilaksanakan syirkah. Jika syarat 
tidak terwujud maka transaksi syirkah batal. Menurut 
Hanafiyah syarat-syarat syirkah terbagi menjadi beberapa 
bagian, yaitu:  
a. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk syirkah 
baik harta maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat 
dua syarat: pertama, berkaitan dengan benda yang 
diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang 
dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan 
dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan 
disepakati oleh kedua belah pihak.
19
 
b. Syarat yang berkaitan dengan syirkah mal (harta). 
Dalam hal ini ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu 
pertama modal yang dijadikan objek akad syirkah 
adalah dari alat pembayaran yang sah seperti riyal, 
rupiah, dan dolar. Kedua, adanya pokok harta (modal) 
ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau 
berbeda. 
c. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mufawadah, 
bahwa dalam hal mufawadah disyaratkan, yang 
pertama modal (pokok harta) dalam syirkah 
mufawadah harus sama. Kedua, bagi yang bersyirkah 
ahli untuk kafalah. Ketiga, yang dijadikan objek akad 
disyaratkan syirkah umum, yaitu pada semua macam 
jual beli atau perdagangan.
20
 
d. Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah inan 
sama dengan syarat-syarat syirkah mufawaḍāh. 
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Adapun menurut Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-




1. Dalam ijab kabul, akad syirkah harus dinyatakan 
secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, 
serta diterima oleh para mitra. Serta akad syirkah 
boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan 
perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara 
elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-
undang yang berlaku.  
2. Syarik (mitra) boleh berupa orang  baik berbadan 
hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Kemudian syarik (mitra) wajib cakap hukum sesuai 
dengan syariah dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan mitra wajib memiliki harta yang 
disertakan sebagai modal usaha (ras al-mal) serta 
memiliki keahlian atau keterampilan usaha.  
3. Usaha yang dilakukan mitra harus usaha yang halal 
dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan atau 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
4. Macam-macam Syirkah 
Secara garis besar, syirkah terbagi kedalam dua 
bentuk, yaitu syirkah al-amlak dan syirkah al-Uqud 
(perserikatan yang dibentuk melalui akad).  
a. Syirkah al-amlak, yaitu dua orang atau lebih yang 
memiliki benda akan tetapi tidak menggunakan akad 
syirkah.22 Syirkah ini terbagi menjadi dua bentuk : 
1. Syirkah Ikhtiariyah, yaitu persekutuan yang terjadi 
atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang 
berserikat. Misalnya dua orang yang bersepakat 
membeli suatu barang atau mereka menerima harta 
hibah dari orang lain dan menjadi milik mereka 
secara berserikat. Dalam kasus seperti ini, harta 
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yang dibeli bersama atau dihibahkan menjadi harta 
serikat bagi mereka berdua.
23
 Dalam hal ini, barang 
yang dibeli, dihadiahkan atau diwasiatkan tersebut 
menjadi barang kongsi antara mereka berdua. 
2. Syirkah Jabariyah, yaitu syirkah yang timbul dari 
dua orang atau lebih tanpa perbuatan diantara 
keduanya. Misalnya dua orang atau lebih 
menerima harta warisan maka para ahli waris 
berserikat memiliki harta warisan secara otomatis 
tanpa usaha atau akad.
24
 
      Hukum kedua jenis perkongsian ini adalah salah 
seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain 
dihadapan orang yang bersekutu lainnya. Oleh karena 
itu, salah seorang diantara mereka tidak boleh 
mengolah (tasharruf) harta perkongsian tersebut tanpa 
izin dari teman sekutunya, karena keduanya tidak 




b. Syirkah al-„Uqud  
Syirkah al-uqud adalah syarikat yang akadnya 
disepakati oleh dua orang atau lebih untuk bekerjasama 
dan merekapun sepakat untuk berbagi keuntungan dan 
kerugian. Syirkah al-„uqud atau sering disebut 
contractual partnership dapat dianggap sebagai kemitraan 
yang sesungguhnya, karena pihak yang bersangkutan 
secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu 
perjanjian investasi bersama dan berbagi dalam 
keuntungan dan resiko. Perjanjian yang dimaksud tidak 
perlu merupakan suatu perjanjian formal (tertulis), dapat 
saja perjanjian itu informal (secara lisan). Namun 
sebaiknya perjanjian syirkah al-uqud itu diformalisasikan 
dalam suatu perjanjian tertulis dengan disaksikan oleh 
para saksi yang memenuhi syarat. Pada pembagian 
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syirkah al-„uqud terdapat perbedaan pendapat diantara 
ulama-ulama fiqh. Sedangkan yang lebih sering dipakai 
adalah pendapat dari ulama Syafi‟iyah dan Malikiyah, 
yang membagi syirkah kedalam empat bentuk, yaitu : 
1) Syirkah „Inan, adalah kesepakatan dua orang atau 
lebih untuk menyerahkan harta mereka masing-
masing supaya memperoleh hasil dengan cara 
mengolah harta itu, bagi setiap yang berserikat 
memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan. 
Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan 
dana dan berpartisipasi dalam bekerja. Kedua pihak 
berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana 
yang disepakati antara mereka. Namun, porsi masing-
masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau 
bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan. 
Sedangkan bagian dari kerugian yang harus 
ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan 
besarnya modal yang ditanamkan. Para ulama fiqh 




2) Syirkah Mufawadhah, adalah kontrak kerjasama 
antara dua orang atau lebih, di mana setiap pihak 
memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan 
berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi 
keuntungan dan kerugian secara sama.
27
 Menurut 
Sayyid Sabiq, syarat syirkah mufawadhah adalah 
sebagai berikut: 
a) Modalnya harus sama banyak. Bila ada diantara 
anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka 
syirkah itu tidak sah. 
b) Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada 
kaitannya dengan hukum Satu agama, sesama 
muslim, tidak sah bersyarikat dengan non muslim. 
c) Masing-masing pihak mempunyai hak untuk 
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bertindak atas nama syirkah (kerjasama)28 
 Dengan demikian, syarat utama dari jenis syirkah 
ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, 
tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-
masing pihak. 
3) Syirkah Abdan atau A‟mal, yaitu kontrak kerjasama 
dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara 
bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. 
Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk 
menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang 
penjahit untuk menerima order pembuatan seragam 
sebuah kantor.
29
 Pada syirkah ini yang terpenting 
adalah pembagian kerja atas dasar keahlian masing-
masing sesuai kesepakatan. Ketidakjelasan pembagian 
kerja dapat menimbulkan perselisihan dikemudian 
hari terutama dalam hal pembagian keuntungan. 
4) Syirkah Wujuh, yaitu serikat yang dilakukan dua orang 
atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan 
mereka melakukan suatu pembelian dengan bayar 
tangguh serta menjualnya dengan tunai, sedangkan 
keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Di zaman 
sekarang, perserikatan ini mirip makelar dan banyak 
dilakukan orang. Dalam perserikatan seperti ini, pihak 
yang berserikat membeli barang secara tangguh, 
hanya atas dasar suatu kepercayaan, kemudian barang 
tersebut mereka jual dengan harga tunai, sehingga 
mereka meraih keuntungan.
30
 Ulama Hambaliyah 
membagi bentuk syirkah menjadi 5 (lima) bentuk. 
Keempat bentuk syirkah yang dijelaskan di atas dan 
yang kelima adalah : 
5) Syirkah Mudharabah, yaitu persetujuan antara pemilik 
modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang 
dari pemilik modal dalam perdagangan ataupun 
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bidang tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai 
dengan kesepakatan bersama; sedangkan kerugian 
yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal saja. 
Menurut ulama Hanabilah, yang menganggap al-
mudharabah termasuk salah satu bentuk perserikatan, 
ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam 
perserikatan ini. Syarat-syarat itu adalah: (a) pihak-
pihak yang bertindak cakap bertindak sebagai wakil; 
(b) modalnya berbentuk uang tunai; (c) jumlah modal 
jelas; (d) diserahkan langsung kepada pekerja 
(pengelola) dagang itu setelah akad itu disetujui; (e) 
pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas pada 
waktu akad; dan (f) pembagian keuntungan diambil 
dari hasil perserikatan itu, bukan dari harta lain. Akan 
tetapi menurut ulama (Hanafiyah, Malikiyah, 
Syafi‟iyah, Zahiriyah, Syi‟ah Imamiyah), tidak 
memasukkan transaksi mudharabah kedalam bentuk 
perserikatan, karena mudharabah, menurut mereka, 
merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama 
lain, dan tidak dinamakan dengan perserikatan.
31
 
5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam Syirkah  
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-
MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah dijelaskan bahwa: 
1. Keuntungan Nisbah Bagi Hasil  
a. Sistem atau metode pembagian keuntungan harus 
disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.  
b. Nisbah boleh disepakati dalam nisbah proporsional atau 
dalam bentuk nisbah kesepakatan.  
c. Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk 
angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh 
dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal 
usaha.  
d. Nisbah kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh 
menggunakan angka persentase yang mengakibatkan 
                                                             





keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau 
mitra tertentu.  
e. Nisbah kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk 
multinisbah (berjenjang atau tiering).  
f. Nisbah kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.
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2. Ketentuan Keuntungan (Al-Ribh), kerugian (al-Khasarah) 
dan Pembagiannya  
 a. Keuntungan usaha syirkah harus dihitung dengan jelas 
untuk menghindarkan perbedaan dan atau sengketa 
pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian 
musyarakah.  
b. Seluruh keuntungan usaha syirkah harus dibagikan 
berdasarkan nisbah proporsional atau nisbah 
kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu 
dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan 
hanya untuk syarik tertentu.  
c. Salah satu syarik boleh mengusulkan bahwa jika 
keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau 
persentase itu diberikan kepadanya.  
d.  Keuntungan usaha (ar-ribh) boleh dibagikan sekaligus 
pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap 
sesuai kesepakatan dalam akad.  
e. Kerugian usaha syirkah wajib ditanggung (menjadi 
beban) para syarik secara proporsional sesuai dengan 
porsi modal usaha yang disertakannya.  
f. Dalam syirkah abdan dan syirkah wujuh wajib 
dicantumkan komitmen para syarik untuk 
menanggung risiko/kerugian dalam porsi yang sama 
atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang 
berbentuk nisbah kepercayaan. 
6. Asas-Asas Muamalah 
Dalam muamalah harus dilandasi beberapa asas, 
karena tanpa asas ini, suatu tindakan tidak dinamakan 
                                                             





sebagai muamalah, asas muamalah terdiri dari
33
:  
1. Asas „adalah (keadilan) atau pemerataan adalah penerapan 
prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan 
agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, 
tetapi harus didistribusikan secara merata di antara 
masyarakat.  
2. Asas Mu‟awanah, mewajibkan seluruh muslim untuk 
tolong menolong dan membuat kemitraan dengan 
melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan 
adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak 
atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih 
keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan 
dan saling membesarkan. 
3. Asas musyarakah, menghendaki bahwa setiap bentuk 
muamalah kerja sama antar pihak yang saling 
menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat, 
melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu 
ada harta yang dalam muamalah diperlakukan sebagai 
milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki 
perorangan. 
4. Asas manfa‟ah (tabaddulul manafi‟), yang berarti bahwa 
segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan 
keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. 
5. Asas antaradhin atau suka sama suka, menyatakan bahwa 
setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak 
harus berdasarkan kerelaan masing-masing. 
 6. Asas „adamul gharar, yang berarti bahwa pada setiap 
bentuk muamalah tidak boleh ada gharar atau tipu daya 
atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa 
dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan 
hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam 
melakukan suatu transaksi.  
7. Kebebasan membuat akad, merupakan prinsip hukum yang 
menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis 
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apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah 
ditentukan dalam UndangUndang Syari‟ah dan 
memasukkan klausul apa saja dalam akad yang dibuatnya 
itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat 
makan harta bersama dengan jalan batil.  
8. Al-musawah (kesetaraan atau kesamaan), artinya bahwa 
setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.  
9. Ash-siddiq, dalam muamalah kejujuran dan kebenaran 
harus dikedepankan, perjanjian yang di dalamnya terdapat 
unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah. 
7. Batalnya Akad Syirkah  
Batalnya akad syirkah sebagai berikut:  
1. Mencapai kurun waktu yang ditentukan (ditetapkan). Hal 
ini merupakan masa (lamanya) waktu akad syirkah yang 
ditetapkan kedua belah pihak.  
2. Salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini dapat juga 
termasuk pihak yang melarikan diri.  
3. Salah satu pihak menghendaki penghentian syirkah. Hal ini 
menurut ahli fikih bahwa perserikatan itu tidak bersifat 
mengikat (mutlak), sehingga ia boleh dibatalkan. 
4. Terjadi pelanggaran yang menyebabkan syirkah tidak sah 
lagi, seperti salah satu pihak berkhianat atau melanggar 
kesepakatan yang dibuat bersama.  
5. Salah satu pihak hilang kecakapannya dalam bertindak 
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